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BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR ss TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimb g: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Musi Rawas Utara maka penjabaran tugas pokok dan fungsi
dinas tenaga kerja dan transmigrasi perlu diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Menginga 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai
Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697) sebagian
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2005 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 121, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4560);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten./Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Pereiuren Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 8
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 8}.

MEMUTUSKAN

Menetapk : PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA
KERJA DANTRANSMIGRASIKABUPATENMUSI RAWASUTARA.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Pera ran Bupati ini, yang dimaksud dengan:

L Daerah dalah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Pemerin an Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
oleh Pe erintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
daIam si tern dan prinsip Negara Kesatuan RepubIik Indonesia sebagaimana
dimaksu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3.
4.

5.
6.

7.

Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bupati adalah Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Rincian
gsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Musi Rawas Utara.

ah Bupati Musi Rawas Utara,

Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Transmigrasi yang selanjutnya disingkat
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
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8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Musi was Utara.

9. Sekre Sekretariat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

10. Sekre 's adalah Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabup ten Musi Rawas Utara.

11.Bidang adalah Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi K.abupaten
Musi R was Utara.

12. Kepala Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan
Trans grasi Kabupaten Musi Rawas Utara.

13. Subba an adalah Subbagian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupa en Musi Rawas Utara.

Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Tenaga dan
Trans grasi Kerja Kabupaten Musi Rawas Utara.

( -,

15. Seksi a alah Seksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Musi Ra as Utara.

16.Kepala eksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupa n Musi Rawas Utara.

sana Teknis selanjutnya disebut UPTadalah Unit Pelaksana Teknis
pada D' as Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara.

Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
a Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara.

BABIl
SUSUNANORGANISASI

Pasal2

a.
b.

enaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas Sekretariat yang
ahi Sub Bagian-Sub Bagian, dan Bidang yang masing-masing
embawahi Seksi-seksi.

(1) Dinas
memba
Bidang

(2) k Jabatan Fungsional.

Pasa13

c.

at sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1),membawahi:
agian Umum dan Kepegawaian;
agian Keuangan; dan
agian Perlengkapan.

(1)



(5)

(2) =U=.L'Sj.l.°5-masing Bidang sebagaimana dimaksud.dalam Pasal2 ayat (1), terdiri
dati:
a. B dang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, membawahi:

1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
2) Seksi Informasi Pasar Kerja; dan
3) Seksi Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna.

b. B' ang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi:
1} Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
2) Seksi Pembinaan Instruktur dan Sertifikasi; dan
3) Seksi Bimbingan dan Produktivitas.

c. Bi ang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan,
m mbawahi:
1) Seksi Pengupahan dan Syarat Kerja;
2) Seksi Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial; dan
3) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.

d. Bi ang Transmigrasi, membawahi:
1) Seksi Penyiapan Kawasan Transmigrasi;
2) Seksi Informasi Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk; dan
3} Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya.

e. Bi ang Program, membawahi:
1) Seksi Perencanaan dan Program;
2) Seksi Data dan Informasi Nakertrans; dan
3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(3) . t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris
yang b rada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang
yang b rada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan
dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekre

(6)

"an dipimpin oIeh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
ngjawab kepada Sekretaris.

punpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
gjawab kepada Kepala Bidang.

BABIII
PENJABARANTUGASPOKOKDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal4

(I) Dinas enaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok
melaks akan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakeIjaan dan

asi.



(2) D' Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berk dudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

/' "
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tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
RANSmenyelenggarakan fungsi:

a. sunan perencanaan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
b. pe usan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
c. pelak anaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga

kerja .antransmigrasi;
d. pemb aan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan

bidan latihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan
ungan tenaga kerja, penempatan dan perluasan lapangan kerja serta

trans igrasi;
e. pelak anaan kegiatan penatausahaan DISNAKERTRANS;
f. pembi aan terhadap UPTDISNAKERTRANS;dan
g. pelaks aan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan

fungsi ya.

Pasal5

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasa16

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan
pembinaan kegiatan serta melaksanakan pelayanan administrasi untuk

gas pokok se1uruh unit kerja di lingkungan DISNAKERTRANS.

Pasal 7

Untuk mel sanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat
menye1engg rakan fungsi:
a. pengel aan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan

admini trasi kepegawaian;
b. penyele ggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan

hubun an masyarakat;
c. penyele ggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan

DISNA ERTANS;

e.

pelaks
pelaks
pelaks
tugas d

aan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
aan kegiatan unit kerja di lingkungan DISNAKERTANS;
aan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
fungsinya.

d.



Pasa18

(I)
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

agian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas:
nyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan urusan umum dan

p ngelolaan administrasi kepegawaian;
m laksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan
n at-rapat dinas dan pendokumentasiannya;
m Iaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi
k gawaian, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
m nyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai
u tuk mengikuti pendidikan/ pelatihan;
m nyiapkan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan
fu gsiona1;
m lakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan bidang
tu asnya; dan
m laksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan

(2) Sub B gian Keuangan mempunyai tugas:
a. me yusun rencana kerja dan melaksanakan pengelolaan administrasi

ke angan dinas;
b. me aksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan

an aran keuangan dinas;
c. me aksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan, menyusun

lap ran keuangan secara berkala dan menyusun laporan keuangan akhir
tah n;

d. me sanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengeiolaan
ke angan; dan

e. mel sanakan tugas lain yang diberikan .oleh Sekretaris, sesuai dengan
tug snya.

(3) Sub Ba .an Perlengkapan mempunyai tugas:
a. me yusun rencana kerja dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan

din s;
b. mel sanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dinas, ketertiban,

ke anan dan kebersihan di lingkungan kerja;
c. sanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peraIatan

dan perlengkapan kantor;
d. meI ksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan

pra ana kerja di lingkungan dinas;
e. mel sanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan

tarisasi barang-barang inventaris dinas;
f. mel sanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan

tuga nya.



Bagian Ketiga
Bidang Penempatan Tenaga Ketja dan Perluasan Kerja

Pasa19

Bidang P nempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas
dan melaksanakan kebijakan pengembangan penempatan tenaga

asan lapangan kerja dan informasi pasar kerja.

Pasall0

Untuk m laksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang
Penempa Tenaga Kerja dan Perluasan Kerjamenyelenggarakan fungsi:
a. pen sunan perencanaan bidang tenaga kerja dan perluasan lapangan

kerja;
b. pe usan kebijakan teknis pengembangan informasi pasar kerja,

pene patan tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja;
c. pelak anaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan

info asi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan lapangan
kerja;

d. penyel nggaraan pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga
kerja, an perluasan lapangan kerja.

e. penge dalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan informasi
pasar erja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja; dan

f. pelaks aan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas an fungsinya.

Pasalll

(1) Seksi enempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
a. me yusun rencana kerja di bidang penempatan tenaga kerja;
b. me yusun bahan petunjuk teknis pembinaan penempatan tenaga kerja;
c. me aksanakan kegiatan penempatan dan penyaluran tenaga kerja dalam

ne ri dan luar negeri;
d. mel sanakan pembinaan dan penempatan tenaga keIja pemuda,

w ita, penyadang cacat dan lanjut usia, serta pendaftaran pencari
kerj ;

e. me proses rekomendasi pendirian Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Ind nesia (PJTKI), kantor Cabang PJTKI, Lembaga Pelayanan dan
Pen mpatan Swasta Antar Kota Antar Daerah (LPPSAKAD), memproses
pe . an pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK),LPPSAntar Kerja Antar
Lok (AKAL), penampungan calon TKI serta perpanjangan izin Kerja

ga Asing dan Lembaga Penyedia Tenaga Kerja;
f. sanakan pelayanan dan pembinaan kepada LPPSdan pelaksanaan

pen mpatan tenaga kerja indonesia swasta;
g. men elenggarakan pelayanan dan pembinaan tenaga kerja asing

pen atang;
h. mel kan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

pen mpatan tenaga kerja; dan
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1. laksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai
d ngan tugasnya.

(2) Seksi Informasi Pasar Kerjamempunyai tugas:
a. m nyusun rencana kerja di bidang infonnasi pasar kerja dan bursa

k 'a;
b. m laksanakan pendataan dan penyebarluasan lowongan kerja;
c. m laksanakan penyusunan kebutuhan informasi pasar kerja;
d. m laksanakan pembinaan bursa kerja;
e. m lakukan anaIisis dan pemberian bimbingan jabatan di bidang

ke enagakeIjaan;
f. m nyiapkan bahan evaIuasi dan pelaporan di bidang infonnasi tenaga

ke .a dan bursa kerja; dan
g. m laksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepaIa Bidang, sesuai

de

d.

e.
f.

r

g.

h.

(3) Seksi saha Mandiri dan TeknologiTepat Guna mempunyai tugas: .
a. me yusun rencana kerja di bidang usaha mandiri dan teknologi tepat

gu a;
b. me ginventarisasi datafbahan penyuluhan kepada pencari kerja lulu san

SD SLTP, SLTAdan Sarjana daIam rangka penerapan teknologi padat
a dan usaha mandiri;

c. me aksanakan penyusunan pedoman pendaftaran pengerahan dan
sel ksi Tenaga KeIja Mandiri Terdidik (TKMT) dan Tenaga KeIja Sukarela
(TK ) lulusan SLTAdan Sarjana;
mel sanakan kegiatan pengembangan usaha mandiri dan wirausaha
b
mel sanakan kegiatan padat karya, produktivitas dan infrastruktur;
me gumpulkan dan menginventarisasi data potensi sumber daya alam
dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan teknologi padat
k a dan pengembangan usaha mandiri dan perluasan kerja;
mel kan monitoring, evaIuasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
perl asan kerja;
mel sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai
den an tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Pasa112

Bidang Pel tihan dan Produktifitas mempunyai tugas merumuskan dan
melaksan kebijakan pembinaan bidang pelatihan kerja, instruktur pelatihan
kerja dan pe gembangan produktivitas tenaga kerja.

Pasal13

sanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang
Produktifitas menyelenggarakan fungsi:



a. sunan perencanaan bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
b. usan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produktivitas

tenag kezja, lembaga latihan keIja dan instruktur latihan kezja,
c. pelak anaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan dan

penge bangan produktivitas tenaga kerja, lembaga latihan kerja dan
ins ktur latihan kerja;

d. pelak anaan pembinaan terhadap lembaga latihan kerja swasta;
e. penge dalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan

produ tivitas tenaga kerja, lembaga latihan kerja dan instruktur latihan
keIja;dan

f. pelak anaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
tugas an fungsinya.

Pasal14

(1) Seksi elatihan dan Pemagangan mempunyai tugas:
a. me yiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan

pe agangan;
b. file yiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja

an aran di bidang pelatihan dan pemagangan;
c. me yiapkan bahan pengkoordinasian.pelaksanaan tugas di bidang

pel tihan dan pemagangan;
d. me yiapkan bahan analisis Kebutuhan Pelatihan dan bahan

pe . punan dan pengkajian data kebutuhan tenaga pemagangan;
e. me yiapkan bahan sosialisasi penyebarluasan data dan informasi

pro am pelatihan dan kebutuhan tenaga pemagangan;
f. me yiapkan bahan konsep pendaftaran dan seleksi peserta pelatihan;
g. me yiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan

pen awasan tenaga pemagangan;
h. me yiapkan bahan pelaksanaan pelatihan kerja;
i. me yiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pelatihan

pad Penyelenggara dan Tenaga Tehnis Lembaga Pelatihan Kerja;
J. iapkan bahan pengesahan kontrak / perjanjian magang dalarn

neg ri;
k. men iapkan bahan kerja sama pemagangan dalam negeri dan atau luar

neg ri;
1. men iapkan bahan kerjasama dengan lembaga pelatihan Kerja;
m. men iapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan

pen endalian di bidang pelatihan dan pemagangan;
n. men iapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

pela ihan dan pemagangan;
o. men" apkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi

Pela . an dan pemagangan;
p. .apkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pelatihan

emagangan; dan
sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan
oduktivitas sesuai dengan bidang tugasnya.

q.



(2) Sek iPembinaan Instruktur dan Sertifikasi mempunyai tugas:
a. enyusun reneana kerja di bidang pengembangan instruktur dan

rtifikasi pelatihan;
b. elaksanakan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme tenaga

pelatihan / instruktur;
e. elaksanakan bimbingan keterampilan bagi peneari kerja dan sertifikasi

p latihan;
d. engadakan evaluasi terhadap efektivitas kurikulum pelatihan;
e. elaksanakan koordinasi, monitoring, evaIuasi dan pelaporan

p laksanaan kegiatan pengembangan instruktur;
f. elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepaIa Bidang, sesuai

d ngan tugasnya.

/' .,

(3) Seksi Bimbingan dan Produktivitas mempunyai tugas :
a. m nyusun reneana kerja di bidang bimbingan dan produktivitas tenaga

k rja;
b. m nyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam

p gembangan produktivitas tenaga kerja;
e. m Iakukan pengembangan produktivitas tenaga kerja di perusahaan

se memantau penerapannya guna meningkatkan efisiensi dan
pr uktivitas kerja di perusahaan;

d. m laksanakan bimbingan dan pelatihan bagi tenaga kerja usaha keeil
m diri;

e. m yiapkan bahan pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
f. me aksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

pe gembangan pruduktivitas tenaga kerja; dan
g. me aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai

de gan tugasnya.

Bagian Kelima
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

PasaI15

Bidang Hu ungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai
dan melaksanakan hubungan industrial dan perselisihan tenaga

kerja, pen pahan dan syarat-syarat kerja, pengawasan norma kerja, jaminan
sosial tenag kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasa116

Hubungan
fungsi:
a. penyus

perlind

~ ....•.....,-,-•.•....n tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang
ndustrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan

nan pereneanaan bidang hubungan industrial, pengawasan dan
gan tenaga kerja;



b. usan kebijakan teknis hubungan industrial dan perselisihan tenaga
pengupahan dan syarat-syarat kerja, pengawasan norma kerja,

jamin sosial tenaga kezja, keselamatan dan kesehatan kezja;
c. pen sunan perencanaan bidang hubungan industrial dan perlindungan

tenag kerja;
d. peru usan kebijakan teknis hubungan industrial dan perselisihan tenaga

kerja, pengupahan dan syarat-syarat kerja, pengawasan norma kerja,
jamin n sosial tenaga kezja, keselamatan dan kesehatan kezja;

e. pelak anaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam hubungan
indus .al dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan syaratsyarat kerja,
penga asan norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan
keseh tan kerja;

f. penye nggaraan hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja,
pengu ahan dan syarat-syarat kerja, pengawasan norma kerja, jaminan
sosial enaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja;

g. penge dalian dan evaluasi pelaksanaan hubungan industrial dan
perseli ihan tenaga kerja, pengupahan dan syarat-syarat kerja, pengawasan
norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja;
dan

h. akan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
an fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi engupahan dan Syarat Kerja dipimpin mempunyai tugas:
a. me yusun rencana kerja di bidang pengupahan dan syarat kerja;
b. me encakan dan melaksanakan penelitian pengupahan dalam rangka

pen tapan Upah Minimum Kabupaten (UMK}dan Upah Minimum
Sek oral Kabupaten (UMSK);

c. me yebarluaskan ketentuan UMKdan UMSK;
d. me gevaluasi perusahaan yang meminta penangguhan pe1aksanaan

UM /UMSK;
e. mel ksanakan penelitian dan survei kebutuhan hidup minimum, indeks

har a konsumen dan harga bahan pokok;
f. mel ukan pembinaan persyaratan kerja, pembuatan perjanjian kerja,

per turan perusahaan, dan kesepakatan kerja bersama;
g. men ata perusahaan wajib membuat perjanjian kerjaj'kontrak kerja,

pera uran perusahaan, dan kesepakatan kerja bersama;
h. mel ukan inventarisasi perusahaan-perusahaan yang belum membuat

jian kerja/kontrak kerja, peraturan perusahaan, dan kesepakatan
bersama;

1. kan pengurusan pencataan perjanjian kerja, pengesahan
pera uran perusahaan dan pencataan perjanjian kerja bersama;

J. mel an koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegi tan pengupahan dan syarat-syarat kerja; dan

k. mel sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai
deng tugasnya ..



/ .....

(2) Seks Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Periyelesaian Hubungan Industrial
mem unyai tugas :
a. enyusun rencana keIja di bidangpembinaan organisasi pengusaha dan

P' kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
b. m laksanakan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial,

o ganisasi pekerja dan pengusaha, pembinaan Lembaga Kerja Sarna
(L S) Bipartit dan Tripartit, pembinaan pencegahan dan penye1esaian
k sus perselisihan hubungan industrial, dan pembinaan pemutusan
h bungan kerja;

c. m lakukan inventarisasi dan pendataan organisasi pekerja dan
or anisasi pengusaha, Lembaga Kerja Sarna (LKS)Bipartit, LKSTripartit,
pe selisihan hubungan industrial pemusutan hubungan kerja yang
te .adi yang telah dan belum diselesaikan;

d. rn lakukan inventarisasi dan pendataan organisasi pekerja dan
or anisasi pengusaha, LKS Bipartit dan perusahaan yang telah
m menuhi syarat untuk berbentuk organisasi dan LKSBipartit;

e. m rencanakan dan melakanakanpembentukan LKS Tripartit Sektoral
da melakukan pencatatan terhadap organisasi pekerja dan organisasi
pe gusaha yang mengajukan permohonan pencatatan, melimpahkan
ka us-kasus perselisihan hubungan industrial;

f. me akukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
pe binaan organisasi pengusaha dan pekerja, serta pembinaan
pe yelesaian perselisihan hubungan industrial;

g. me aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai
de

(3) Seksi engawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas:
a. me yusun rencana kerja bidang pengawasan ketenagakerjaan;
O. me - esanakan tnventarisast perusahaan wajib lapor ketenagakerjaan;
c. sanakan kegiatan pengawasan norma kerja, tenaga kerja wanita

anak di perusahaan;
d. mel ksanakan pembinaan dan pengawasan jaminan sosial tena.ga kerja,

kes larnatan dan kesehatan kerja;
e. me1 ksanakan kegiatan penyidikan terhadap perusahaan yang

mel ukan pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang
ket nagakerjaan, pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja;

f. mel kan pemeriksaan, penelitian dan pengujian terhadap perusahaan
yan menggunakan mesin uap, bejana tekan, alat-alat mekanik, listrik,
alat alat pencegahan kebakaran, konstruksi bangunan, alat-alat
kes lamatan dan kesehatan kerja lainnya;

g. me1 sanakan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap
aian alat-alat pelindung diri, pestisida, obat-obatan lainnya di

at kerja;
h. sanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang

me produksij menggunakan bahan berbahaya, pelaksanaan pengujian
kese atan tenaga kerja dan membuat rekomendasi terhadap izin yang
dike uarkan;



1. elakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka mengidentifikasi
sus kecelakaan kerja berdasarkan laporan pengusaha tenaga kerja
upun masyarakat;

J. m aksanakan koordinasi dengan PT. .Jamsostek;
k. m laksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

p ngawasan ketenagakerjaan:
1. m laksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai

d gan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Transmigrasi

Pasru18

Bidang T ansmigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
penyiapan kawasan transmigrasi, pengembangan sarana dan prasarana
transmigra i, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat
transmigra i.

d.

sanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang
i menyelenggarakan fungsi :

a. penyu unan perencanaan bidang transmigrasi;
b. perum san kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana

trans igrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat
trans igrasi;

c. pelaks aan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan sarana dan
na transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya

t transmigrasi;
aan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi;
an usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi,
her daya transmigrasi dan masyarakat sekitar unit pemukiman

PasaI 19

g.

prasar
masyar
pelaks
tugas d

dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sarana dan
a transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya
kat transmigrasi; dan
aan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan
fungsinya.

e.
(

f.

Pasal20

(1) Seksi P nyiapan dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas :
a. men sun rencana kerja di bidang sarana dan prasarana kawasan

tran migrasi;
h. meI an kegiatan penyiapan Iahan transrnigrasi;
c. men' apkan bahan penyusunan perencanaan teknis tata ruang satuan

pem iman. transmigraai;
d. iapkan bahan pembebasan lahan transmigrasi yang meliputi status

, sertifikasi lahan, pengukuran dan pembagian lahan transmigrasi;



e. elakukan kegiatan penyusunan spesifikasi teknis lahan dan prasarana;
f. elakukan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pekerjaan

mhukaan lahan;
kebutuhan rehabilitasi sarana clan prasaranag.

srmgrasi;
h. elaksanakan pengawasan,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

k giatan penyiapan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
i. laksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai

d ngan tugasnya.

/. '~

(2) Seksi Informasi Transmigrasi dan Perpidahan Penduduk mempunyai tugas :
a. m nyusun rencana kerja di bidang informasi transmigrasi dan

p rpindahan penduduk;
b. m lakukan urusan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
c. m nyiapkan bahan informasi transmigrasi dan mengelola data

pe indahan penduduk transmigran;
d. m lakukan urusan pengangkutan transmigran dan pengelolaan transito;
e. m lakukan urusan pemberian perbekalan dan perawatan kesehatan,

pe gawalan perjalanan clan penempatan transmigran;
f. m laksanakan monitoring, evaluasi clan pelaporan pelaksanan kegiatan

in rmasi dan perpindahan penduduk; dan
g. m laksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai

de

(3) Seksi embinaan Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas :
a. me yusun rencana kerja pembinaan usaha ekonomi dan sosialbudaya

ma yarakat transmigrasi;
b. me akukan urusan pemantapan dan bimbingan mental, pernberian

ide tifikasi dan legitimasi calon transmigran;
c. me akukan identifikasi usaha ekonomi yang potensial untuk

dik mbangkan di kawasan transmigrasi;
d. me an pengembangan kemampuan teknis dan manajerial

ma yarakat transmigrasi dalam berusaha sesuai dengan potensi
Ian;

e. kan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi di
ka asan transmigrasi;

f. mel kan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka
pe bangunan kota terpadu mandiri di kawasan transmigrasi;

g. me! an monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
inaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi;

h. mel sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai
den an tugasnya.



Bidang

Bagian Ketujuh
Bidang Program

Pasa121

.'

mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan
perencanaan program dinas, mengelola data dan informasi

NS, dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal22

Untuk me aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang
Program m nyelenggarakan fungsi:
a. penyi pan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan

DfSN KERTRANS;
b. pengk ordinasian dengan unit kerja di lingkungan DISNAKERTRANSdalam

sun perencanaan program dan kegiatan;
c. pelaks· aan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan

peren anaan program DISNAKERTRANS;
d. pengu pulan, pengelolaan, penganalisisan data dan penyajian informasi

Nake

f.

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatane.

dan pengelolaan dokumentasi pelaksanaan program

g. aan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas

Pasa123

(1) Seksi erencanaan dan Program mempunyai tugas:
a. yiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
b.sanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk

gumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan
s;
sanakan pengolahan data dalam penyusunan program danc.

ke atan tahunan;
d. iapkan bahan usulan revisi program dinas; dan
e. sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai

(2} SeksiD ta dan InformasiNakertransmempunyaitugas :
a, me yusun- rencana kerja di bidang pengelolaan data clan informasi

Nak rtrans;
b. mel sanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan

info masi Nakertrans;
c. me iapkan bahan penyusunan monologijpeta lokasi calon lokasi

tran rnigrasi;
d. mel sanakan penyusunan dan pengolahan data base tenaga kerja

; dan



, .

Pasal27

" )

pinan saiuen organisasi wajib Incngikuti den mem-atuhi petunjuk-
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
ikan laporan secara beIjenjang.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasa128

upati ini mulai berlak:u pada tanggal diundangkan.

Agar seti p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas
Utara..

Ditetapkan di Muara Rupit,
pada tanggal 01. S'&ftAM'ou' 2016

AI BUPATIMUSIRAWASUT~

=> Y. ~f q H. •• rkARIF BJDAYAT

di Muara Rupit,
01- S&t'__ tM..r 2016

RAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016 NOMOR ~S'"


